24 Januari 2007
LP Maarif NU Jatim Gelar Raker

Sosialisasikan KTSP dan UU Guru dan Dosen

SURABAYA– Munculnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun ajaran 2007-2008 mendatang, Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) Jatim, Selasa (13/2) hingga Kamis (15/2) mendatang bakal menggelar Rapat Kerja (Raker) sekaligus mensosialisasikan program pendidikan pada Kepala Sekolah (Kepsek) dan Pengurus Cabang se-Jatim.
Acara yang bakal digelar di Asrama Haji Sukolilo Surabaya itu mengambil tema “Implementasi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Standar Isi bagi Pengembangan Pendidikan di Lingkungan Maarif NU”. “Dalam raker ini, kami akan mengundang sekitar 550 Kepsek dari MA, MTs, SMP NU, SMA NU, dan perwakilan Cabang Maarif se-Jatim,” ungkap Wakil Ketua LP Maarif NU Jatim, H Suhaimi, Selasa (23/1) kemarin.
Dalam raker nanti pihak LP Maarif Jatim akan mengundang beberapa tokoh pendidikan sebagai pembicara. Di antaranya Dirjen Pendidikan Agama Islam (PAI) Departemen Agama (Depag) Pusat Yahya Umar, Kasie Kurikulum Dinas P dan K Jatim, Kabag Mapenda Kanwil Depag Jatim, dan Pakar Pendidikan dari Unesa, Muchlas Samani. “Kehadiran nara sumber ini nanti kami harapkan bisa memberikan penjelasan, sekaligus mensosialisasikan dua hal yang menjadi pembahasan dalam raker nanti,” ucapnya.
Menurut Abah Imi – panggilan akrab H Suhaimi – pelaksanaan raker ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik NU agar bisa menjawab pemberlakuan UU, terutama terkait program sertifikasi. “Ke depan, fungsi dan peran organisasi pendidik di lingkungan Maarif NU Jatim bisa berkembang dan para pendidik di lingkungan Maarif bisa mengetahui tata cara pembuatan kurikulum baru (KTSP, Red.) ini,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengharapkan sosialisasi tentang program KTSP dan UU Guru dan Dosen ini bisa menjadikan semangat baru bagi para pendidik di lingkungan Maarif Jatim dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Paling tidak, beberapa para pendidik di lingkungan Maarif bisa terdaftar dan lolos dalam uji sertifikasi. Selain itu, semua pendidik dan Pengurus Cabang Maarif di daerah bisa memberikan pembinaan dan pelatihan pada lembaga pendidikan maarif dalam menyusun KTSP yang baik dan benar,” katanya berharap. (sir)
KBK merupakan sebuah kurikulum yang menekankan pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar kinerja tertentu. Depdiknas (2002, seperti dikutip dalam Mulyasa, 2006: 42) mengemukakan bahwa KBK memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun secara klasikal. 

2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. 

4. Sumbernya bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 

5. Penilaian menekankan pada proses belajar dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

Walaupun kurikulum ini sudah dicanangkan pemerintah, sejumlah masalah masih tetap bermunculan.  Keterbacaan kurikulum ini merupakan kendala yang utama. Masih banyak penyelenggara pendidikan yang masih kurang memahami hakikat kurikulum ini. Selain itu, kewenangan guru untuk menjabarkan kurikulum ini  sebagai acuan dalam pembelajaran masih sangat terbatas.  Untuk meningkatkan  peran guru dalam pelaksanaan kurikulum,  pemerintah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih dekat dengan guru (Mulyasa, 2006:9). Dengan KTSP,  penyelenggara pendidikan, terutama guru, akan banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Alwasilah (2006) mengungkapkan sejumlah ciri penting KTSP ini sebagai berikut. 

1. KTSP menganut prinsip fleksibilitas; sekolah diberi kebebasan untuk memberi tambahan empat jam per minggu, yang dapat diisi dengan muatan lokal maupun pelajaran  wajib. 

2. KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yaitu ketergantungan pada birokrat. 

3.   Guru kreatif, dan siswa aktif. 

4. KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi; sekolah berperan sebagai “makelar” kearifan lokal. 

5. Komite sekolah bersama dengan guru mengembangkan kurikulum. 

6. KTSP tanggap terhadap iptek da seni, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. 

7. KTSP beragam dan terpadu; walaupun sekolah diberi otonomi dalam pengembangannya, sekolah tetap mengikuti Ujian Nasional. 

Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut (Mulyasa, 2006:20).

1. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, latar sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. 

2. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

3. Diterbitkan Januari 10th, 2007 Mengajar , Pengajaran TIK , Pendidikan 
4. Berikut ini Standar Kompetensi Pelajaran TIK berdasarkan KBK dan KTSP


	Kelas
	KBK
	KTSP

	X-1
	Memiliki sikap (etika dan moral ) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam menggunakan perangkat TIK. 
Menggunakan Sistem Operasi (Operating Sistem) untuk manajemen file dan periferal.
Membuat Dokumen menggunakan Program Pengolahan kata
	Melakukan operasi dasar komputer.

Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan TIK.
Memahami ketentuan penggunaan TIK

Menggunakan Operating System (OS)

	X-2
	Membuat dokumen menggunakan lembar kerja.

Membuat Documen menggunakan Program Presentasi.
	Lanjutan menggunakan Operating System.

Menggunakan perangkat lunak pengolah kata

	XI-1
	Membuat file database.
	Menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi

	XI-2
	Menggunakan paket-paket program grafis dan multimedia.
Mengenal Bahasa Pemrograman
	Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menghasilkan informasi

	XII-1
	Menggunakan jaringan local (LAN) untuk keperluan informasi dan komunikasi
	Menggunakan perangkat lunak pembuat grafik.

	XII-2
	Menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunkasi.

Menggunakan homepage untuk informasi dan komunikasi
	Menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi


1. Perbedaan KTSP dan Kurikulum 2004 , dan hubungannya secara singkat sbb:
1. Isi dalam KTSP lebih ramping dibanding Kurâ€™2004
2. KTSP merupakan penyempurnaan dari Kur 2004 setelah mengalami uji coba sejak th.2002.
3. Dalam KTSP indikator harus membuat sendiri sedangkan dalam kurâ€™2004 sudah dibuatkan oleh puskur.
4. Dalam melaksanakan KTSP lebih fleksibel karena disusun oleh satuan pendidikan masing-masing( berpedoman pada BNSP), sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di sekolah masing2.
5. KTSP lebih memberi kesempatan padasatuan pendidikan untuk mengelola sekolah sesuai dengan visi misi sekolah.

Marcellino menjelaskan, setidaknya ada empat pilar utama yang menyebabkan pendidikan sukses. Pertama adalah murid. Murid perlu dibina, dididik, dan dibimbing tentang bagaimana belajar dengan baik, mulai belajar menghafal sampai memecahkan masalah. Murid juga harus belajar berkelompok sampai menjadi mandiri.

Pilar kedua adalah guru. Guru juga berperan penting, sebagai figur yang harus dipercaya, fasilitator, konsultan, pendamping, tetapi juga penilai. "Penguasaan dan pentransferan materi, penilaian atas kinerja murid merupakan hal besar yang terus-menerus harus dipantau, dibahas bersama, dan bila perlu dilatihkan kepada guru-guru," katanya.

Pilar ketiga adalah materi (bahan ajar) dan segala alat bantunya. Marcellino menyatakan persoalan ini cukup pelik karena adanya perbedaan materi dengan kurikulum. "Materi pendidikan yang baik harus selaras dengan filsafat yang melandasi kurikulum yang bersangkutan," katanya Sedangkan, pilar keempat adalah fasilitas sekolah. 

Marcellino menerangkan, kurang berhasilnya pendidikan nasional lantaran pemerintah belum pernah melakukan kajian mendalam mengenai program-program yang telah dikeluarkannya secara berkala. Akibatnya, ketika sebuah kebijakan lahir, muncul pro dan kontra.

Suara Pembaruan Daily, 23 Januari 2006
Sementara itu, pakar pendidikan dari Universitas Atma Jaya Jakarta M Marcellino PhD menyatakan pemberian otonomi pendidikan kepada satuan pendidikan (sekolah) terkait penerapan KTSP dinilai berisiko karena belum meratanya kualitas pendidikan nasional.

"Pengembangan kurikulum yang kini diserahkan kepada sekolah bukanlah pekerjaan mudah. Kalau sekolah yang sudah mapan, pengembangan kurikulum memang tidak menjadi persoalan. Namun, kita berbicara dalam bingkai pendidikan nasional. Sekolah-sekolah yang di pelosok tentunya sangat kesulitan. Alangkah baiknya jika kita melihat masalah ini dengan arif dan bijaksana," kata.

Menurutnya, pengembangan kurikulum membutuhkan banyak dana. Selain itu, KTSP ini juga perlu dikaji ulang secara komprehensif karena terkait dengan masa depan pendidikan nasional. 

Marcellino menjelaskan, setidaknya ada empat pilar utama yang menyebabkan pendidikan sukses. Pertama adalah murid. Murid perlu dibina, dididik, dan dibimbing tentang bagaimana belajar dengan baik, mulai belajar menghafal sampai memecahkan masalah. Murid juga harus belajar berkelompok sampai menjadi mandiri.

Pilar kedua adalah guru. Guru juga berperan penting, sebagai figur yang harus dipercaya, fasilitator, konsultan, pendamping, tetapi juga penilai. "Penguasaan dan pentransferan materi, penilaian atas kinerja murid merupakan hal besar yang terus-menerus harus dipantau, dibahas bersama, dan bila perlu dilatihkan kepada guru-guru," katanya.

Pilar ketiga adalah materi (bahan ajar) dan segala alat bantunya. Marcellino menyatakan persoalan ini cukup pelik karena adanya perbedaan materi dengan kurikulum. "Materi pendidikan yang baik harus selaras dengan filsafat yang melandasi kurikulum yang bersangkutan," katanya Sedangkan, pilar keempat adalah fasilitas sekolah. 

Marcellino menerangkan, kurang berhasilnya pendidikan nasional lantaran pemerintah belum pernah melakukan kajian mendalam mengenai program-program yang telah dikeluarkannya secara berkala. Akibatnya, ketika sebuah kebijakan lahir, muncul pro dan kontra. [W-12]

